
 
 

BUPATI LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG 

NOMOR 4 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LEBONG, 

 
Menimbang:  a. Bahwa pengakuan dan penghormatan hak-hak 

tradisional Masyarakat Hukum adat Rejang 
merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 b. Bahwa keberadaan Masyarakat Hukum adat 
Rejang di Kabupaten Lebong masih ada dan 
menjadi bagian dari komponen masyarakat yang 
harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh 
negara; 

 c. Bahwa pegaturan pengakuan dan penghormatan 
hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat 
Rejang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dilakukan dalam bentuk 
Peraturan Daerah; 

 d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 
mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka 
menjamin adanya kepastian hukum yang 
berkeadilan terhadap masyarakat hukum adat 
dan hak tradisionalnya dapat diatur dalam 
Peraturan Daerah; 
 

 e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf 
b, hurup c dan huruf d, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang.  

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I 
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
 
 
 
 
 
 



 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 
 

 3. 
 
 
 
 
 
4. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3277); 
 

 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 
 

 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan United Nations Convention on 
Biological Diversity (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman 
Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3556); 
 

 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3886); 
 

 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor  41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4401); 
 

 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 
 
 



 10.  
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
12. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4349); 

 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4377); 
 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5475); 
 

 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 
 

 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4379), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 
 

 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 
 

 16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

 17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5168); 



 18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5214); 
 

 19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5315); 
 
 

 20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic 
Resources and The Fair and Equitable Sharing of 
Benefit Arising from Their Utilization to The 
Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya 
tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan 
Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang 
yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi 
Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5412); 
 

 21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5432); 
 

 22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
 

 23. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 
 

 24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97); 
 

 25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 
tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
146); 
 
 
 



 26. Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123); 
 

 28. 
 
 
 
 
29. 
 

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan 
Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat; 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarak Hukum Adat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
951); 
 

 30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 
2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 
17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang 
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang 
berada di dalam Kawasan Hutan. 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG 
 

dan 
 

BUPATI LEBONG 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG 
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
HUKUM ADAT REJANG DI KABUPATEN LEBONG 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status 

keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan 
Masyarakat Hukum Adat Rejang dan hak tradisionalnya sebagai 
perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi 
dan memenuhi hak-hak asasi warga negara. 

2. Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah untuk melindungi wilayah dan hak-hak Masyarakat Hukum 
Adat Rejang dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain. 

 
 
 
 
 



3. Pemenuhan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan 
oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat Rejang 
dalam rangka menjamin terpenuhi hak tradisonal dan hak lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4. Penetapan Wilayah Adat adalah penyataan pemerintah dan 
memberikan status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap 
wilayah adat suatu masyakat adat Rejang 

5. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara 
turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena 
adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat 
dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang 
menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum 

6. Hak Ulayat atau disebut dengan nama Taneak Tanaiadalah 
kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh Masyarakat 
Hukum Adat Rejang atas wilayah tertentu yang merupakan 
lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari 
sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi 
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan 
lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputus antara 
Masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wulayah yang 
bersangkutan. 

7. Hak tradisional adalah hak yang melekat dengan keberadaan 
Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

8. Wilayah adat atau yang dipersamakan dengan wilayah hak ulayat 
adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan 
Masyarakat Hukum Adat Rejangyang terdiri dari tanah, air dan 
sumber daya alam yang terdapat di atasnya, yang penguasaan, 
pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum adat. 

9. Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat 
yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat. 

10. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat 
Hukum Adat Rejang. 

11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan yang hidup dan 
berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan alam dan 
hubungan antar-manusia yang bersumber pada nilai budaya 
Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun temurun 
yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban 
masyarakat dan mempunyai akibat hukum. 

12. Lembaga adat adalah pranata pemerintahan adat yang 
menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang tumbuh dan 
berkembang secara tradisional atau disebut dengan Kutai di dalam 
Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

13. Peta wilayah adat adalah peta tematik dengan skala 1:50.000 yang 
berisi informasi mengenai batas luar wilayah adat. 

14. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong. 

15. Bupati adalah Bupati Lebong. 
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 

adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan di daerah. 

17. Panitia inventarisasi dan verivikasi wilaya Adat adalah panitia yang 
dibentuk dengan keputusan Bupati untuk melakukan Inventarisasi 
dan verivikasi wilayah adat, melakukan penyelesaian keberatan, dan 
memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk Menetapkan wilayah 
adat. 

18. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lebong yang pengangkatannya ditetapkan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
 
 



BAB II 
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

 
Asas 

 
Pasal 2 

 
Asas dari Pengakuan dan Perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak 
tradisional Masyarakat Hukum Adat Rejang adalah;  

a. Pengakuan; 
b. Keberagaman; 
c. keadilan sosial;  
d. kepastian hukum; 
e. kesetaraan dan non-diskriminasi; 
f. keberlanjutan lingkungan; 
g. partisipasi; 
h. transparansi. 

     
Tujuan 

 
Pasal 3 

 
Tujuan dari pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan hak-hak 
tradisional Masyarakat Hukum Adat Rejang adalah: 

a. Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan 
hak Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

b. Melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Hukum Adat Rejang 
terhadap tanah, air dan sumber daya alam. 

c. Meningkatkan peran serta warga Masyarakat Hukum Adat Rejang dalam 
pengambilan keputusan di Lembaga Adat. 

d. Mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan 
hukum adat. 

e. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Rejang. 
f. Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, 

menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum 
Adat Rejang. 

g. Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan 
dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat Rejangdan 
hukum adatnya. 
 

   Ruang Lingkup 
 

Pasal 4 
 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup pengakuan keberadaan dan 
kedudukan hukum Masyarakat Hukum Adat Rejang, wilayah adat, 
kelembagaan adat, pelaksanaan hukum adat, dan pemberdayaan Masyarakat 
Hukum Adat Rejang. 
 

 
BAB III 

 
KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN HUKUM 

MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG 
 

Pasal 5 
 

Masyarakat Hukum Adat Rejang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Terdiri dari masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu 

kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama; 
 



b. Memiliki lembaga adat yang tumbuh secara tradisional; 
c. Memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; 
d. Memiliki norma hukum adat yang masih berlaku; dan 
e. Memiliki wilayah adat tertentu. 

 
Pasal 6 

 
(1) Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum 

Adat Rejang dan hak-hak tradisionalnya. 
(2) Pemerintah Daerah melindungi dan memenuhi hak-hak tradisional dan 

hak-hak lainnya dari Masyarakat Hukum Adat Rejang. 
 

Pasal 7 
 

(1) Masyarakat Hukum Adat Rejang berkedudukan sebagai subjek hukum. 
(2) Pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat Rejang 

sebagai subjek hukum dijalankan oleh lembaga adat. 
 

Pasal 8 
 

(1) Masyarakat Hukum Adat Rejang terdiri dari hierarki atau pembagian 
klasifikasi: 
a. Petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem 

unilateral (kebiasaannya disusurgulurkan kepada satu pihak saja) 
dengan sistem garis keturunannya yang patrilineal (dari pihak laki-
laki) dan cara perkawinannya yang eksogami, sekalipun mereka 
berada di mana-mana. 

b. Marga adalah kesatuan kelembagaan yang terdiri dari beberapa 
kumpulan setingkat dusun atau kampong atau Kutai yang masing-
masing berdiri sendiri dibutuhkan sebagai satu ikatan persekutuan 
dalam proses mengatur hubungan masing-masing kutai yang bersifat 
teritorial. 

c. Kutai adalah kesatuan masyarakat hukum adat Rejang yang asli dan 
berdiri sendiri bersifat tenurial genealogis dengan berciri patrilineal 
eksogami ini dan tempar berdirinya jue’i-jue’i di pemimpin oleh Tuai 
Kuteui. 

d. Sukauatau jue’i adalah kesatuan kekeluargaan orang-orang yang 
berada di dalam kutai disusur-gulurkan keturunannya hanya 
menghubungkan diri dari pihak laki-laki atau bapak. 

(2) Masyarakat Hukum Adat Rejang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
Pasal 9 

 
(1) Masyarakat Hukum Adat Rejang dapat ditetapkan sebagai Desa Adat. 
(2) Pengaturan mengenai Desa Adat dan penetapan Masyarakat Hukum 

Adat Rejang sebagai Desa Adat diatur dengan Peraturan Daerah. 
 
 

BAB IV 
 

WILAYAH ADAT 
 

Pasal 10 
 

(1) Pemerintah Daerah mengakui wilayah adat Masyarakat Hukum Adat 
Rejang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

 



(2) Peraturan Daerah ini mendelegasikan kewenangan kepada Bupati untuk 
menetapkan letak, luas dan batas wilayah adat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Bupati; 

(3) Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Rejang terdiri dari: 
a. Hutan Adat disebut dengan taneak tanai utan piadan ninik puyang 

keme (artinya; lingkungan tanah hutan piadan milik nenek moyang 
kami). 

b. Luak Langgam atau Batas Kekuasaan dengan kata lain Luak 
Langgam merupakan lingkungan tanah bersama antara kutai-kutai 
yang ada di dalam lingkup teroterial Marga. 

c. Sakea yaitu tanah imbo yang sudah diteruskan garapannya dengan 
menebas, menebang dan membakar lahan, hak ini hanya berlaku 1 
tahun, jika ada unsur kesengajaan membiarkan lahan ini terlantar 
bahkan pemilik lahan tersebut membuka lahan baru, maka ia bukan 
saja kehilangan hak utamanya tetapi ia akan mendapat hukuman 
badan sebulan selamanya karena merusak hutan. 

d. Jamai adalah tanah ladang yang ditingalkan setelah masa panen, hak 
milik atas jerami ini selama 3 tahun, sesudah tiga tahun lahan 
tersebut tidak digarap kembali maka tanah tersebut dapat diberikan 
oleh Kepala Persekutuan (Pesirah, Ginde). 

e. Talang, wilayah tempat tinggal sementara warga kutai untuk 
mengelola lahan-lahan masyarakat baik dalam bentuk perkebunan 
atau persawahan. 

f. Sadei, adalah wilayah pemukiman masyarakat kutai. 
(4) Wilayah adat memiliki batas-batas wilayah tertentu baik batas dalam 

dan batas dengan komunitas lain. 
 

Pasal 11 
 

Penetapan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Rejang dilakukan melalui: 
a. Identifikasi; 
b. Verifikasi; 
c. Penetapan. 

 
Pasal 12 

 
(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan 

oleh Masyarakat Hukum Adat Rejang atau oleh Bupati melalui Camat 
atau yang disebut dengan nama lain. 

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
aspek: 
a. Sejarah penguasaan wilayah adat; 
b. Pembagian ruang di dalam wilayah adat; 
c. Batas wilayah; dan 
d. Aturan mengenai pengelolaan dan perlindungan wilayah adat. 

(3) Penyusunan laporan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Masyarakat 
Hukum Adat Rejang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dapat dibantu 
oleh lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi. 

 
Pasal 13 

 
(1) Hasil identifikasi terhadap wilayah adat dilengkapi dengan peta wilayah 

adat yang memenuhi kaidah kartografis. 
(2) Dalam hal peta wilayah adat yang dilakukan atas prakarsa masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi kaidah 
kartografis, Camat memfasilitasi agar wilayah adat dapat dipetakan oleh 
SKPD terkait. 

 
 
 
 



Pasal 14 
 

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 
dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari komunitas yang berbatasan 
dengan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Rejangyang akan 
ditetapkan. 

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dalam bentuk: 
a. Surat; 
b. Pembubuhan tanda tangan pada laporan hasil identifikasi; atau  
c. Bentuk persetujuan tertulis lain. 

 
Pasal 15 

 
(1) Camat melakukan pencatatan hasil identifikasi ke dalam Daftar 

Inventarisasi Wilayah Adat. 
(2) Pencatatan laporan hasil identifikasi disertai dengan permohonan 

penetapan wilayah adat oleh Masyarakat Hukum Adat Rejang. 
(3) Hasil identifikasi yang telah dilakukan pencatatan yang disertai dengan 

surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disampaikan oleh Camat kepada Panitia Inventarisasi dan Verifikasi 
Wilayah Adat. 

 
Pasal 16 

 
(1) Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat melakukan verifikasi 

terhadap hasil identifikasi wilayah adat. 
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk 

verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan. 
(3) Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat menyampaikan hasil 

verifikasi kepada Pemohon. 
(4) Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat mengumumkan hasil 

verifikasi selama 60 hari dengan cara: 
a. Menyampaikan kapada komunitas yang berbatasan; dan 
b. Menempelkan di kantor camat, kantor desa, rumah ibadah dan 

tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. 
(5) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 

(3), dan ayat (4), tercantum dalam lampiran (Nomor Lampiran) yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 17 

 
(1) Komunitas yang berbatasan atau pihak lain yang kepentingannya 

dirugikan dengan pengukuhan wilayah adat dapat mengajukan 
keberatan kepada Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat. 

(2) Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat memfasilitasi 
penyelesaian keberatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
waktu 40 hari. 

(3) Tata cara penyelesaian keberatan gagal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran (Nomor Lampiran) yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 18 

 
(1) Dalam hal penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 tidak berhasil, panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat 
menyatakan penyelesaian keberatan gagal. 

 
 
 



(2) Dalam hal penyelesaian keberatan gagal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), proses penetapan dihentikan. 

(3) Panitia menyampaikan surat pemberitahuan penghentian penetapan 
wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon. 

 
Pasal 19 

 
(1) Dalam hal penyelesaian keberatan gagal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (1), Pemohon dan pihak yang mengajukan keberatan dapat 
melanjutkan penyelesaian keberatan dengan bantuan pihak ketiga. 

(2) Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat melanjutkan proses 
penetapan wilayah adat setelah penyelesaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berhasil. 

 
Pasal 20 

 
(1) Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat menyampaikan 

rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19. 

(2) Bupati melakukan penetapan wilayah adat berdasarkan rekomendasi 
Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat dengan Keputusan 
Bupati. 

(3) Bupati menyerahkan peta wilayah adat kepada Kepala Kantor 
Pertanahan untuk dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah 
dengan mencantumkan suatu tanda kartografi yang sesuai. 

 
Pasal 21 

 
(1) Pemerintah Daerah harus menempatkan wilayah adat sebagai kawasan 

pedesaan atau kawasan strategis sosial budaya dalam Peraturan Daerah 
mengenai Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 

(2) Penetapan wilayah adat sebagai kawasan pedesaan atau kawasan 
strategis sosial budaya sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

 
 

BAB V 
 

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG 
 

Pasal 22 
 

(1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi, dan 
memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

(2) Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Rejang tersebut pada ayat (1) 
meliputi: 
a. hak ulayat; 
b. hak perorangan warga Masyarakat Hukum Adat Rejang atas tanah 

dan sumber daya alam; 
c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan 

pengetahuan tradisional oleh pihak luar; 
d. hak atas pembangunan; 
e. hak atas spiritualitas dan kebudayaan; 
f. hak atas lingkungan hidup; 
g. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus; 
h. hak untuk mendapat layanan kesehatan; 
i. hak untuk mendapat layanan administrasi kependudukan; 
j. hak untuk mengurus diri sendiri; 
k. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan 
l. hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 



BAB VI 
 

LEMBAGA ADAT 
 

Pasal 23 
 

(1) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga 
adat yang sudah ada secara turun temurun pada Masyarakat Hukum 
Adat Rejangmenurut hukum adat setempat. 

(2) Lembaga adat tersebut pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana 
kewenangan Masyarakat Hukum Adat Rejanguntuk: 
a. Mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan 

wilayah adat dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat Rejang. 
b. Melaksanakan hukum dan peradilan adat. 
c. Mewakili Masyarakat Hukum Adat Rejangdalam melakukan 

hubungan hukum dengan pihak luar. 
(3) Struktur lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
 

BAB VII 
 

HUKUM ADAT 
 

Pasal 24 
 

(1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh 
dan berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

(2) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi 
manusia dan kelestarian lingkungan hidup. 

 
 

BAB VIII 
 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
 

Pasal 25 
 

(1) Pemerintah Daerah memberikan status keabsahan terhadap wilayah 
adat Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

(2) Bupati berkewenangan membentuk Panitia Inventarisasi dan Verifikasi 
Wilayah Adat adalah panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati 
untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi wilayah adat, melakukan 
penyelesaian keberatan, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati 
untuk menetapkan wilayah adat. 
 

BAB IX 
  

TATA CARA PENETAPAN WILAYAH ADAT 
 

Pasal 26 
 

(1) Bupati membentuk Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat 
yang bertugasmelakukan inventarisasi dan verifikasi hasil pemetaan 
wilayah adat. 

(2) Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat sekurang-kurangnya 
berjumlah 9 (sembilan) orang dengan struktur yang ditetapkan oleh 
Bupati. 

 



(3) Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari unsur: 
a. Akademisi dengan latar belakang ilmu hukum, sejarah, dan 

antropologi; 
b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpengalaman melakukan 

pemetaan wilayah adat; dan 
c. SKPD yang tugasnya berkaitan dengan wilayah adat. 

(4) Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat dibentuk untuk masa 
tugas 2 (dua) tahun dan dapat dibentuk kembali oleh Bupati. 

 
 

BAB IX 
 

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG 

 
Pasal 27 

 
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, 

sarana dan prasarana serta pendanaan melalui SKPD yang tugasnya 
terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam 
melaksanakan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan 
hak Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pusat informasi 
dan kepustakaan tentang Masyarakat Hukum Adat Rejang, lembaga 
adat, norma-norma adat dan lain informasi lain yang terkait dengan 
masyarakat adat melalui OPD yang tugasnya terkait dengan pendidikan 
dan kebudayaan. 

 
Pasal 28 

 
(1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan Masyarakat Hukum Adat Rejang, 

termasuk perempuan, dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan 
program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat. 

(2) Pelibatan Masyarakat Hukum Adat Rejangsebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi 
dan memperoleh persetujuan sukarela dari Masyarakat Hukum Adat 
Rejang. 

(3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan terhadap setiap 
tindakan yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilangnya 
keutuhan dan keberagaman Masyarakat Hukum Adat Rejangdan 
kerusakan wilayah adat. 

(4) Pemerintah Daerah harus mencegah setiap bentuk pemindahan 
Masyarakat Hukum Adat Rejangyang berakibat pada terlanggar atau 
terkuranginya hak-hak Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

 
Pasal 29 

 
(1) Pemerintah Daerah harus memberikan pemberdayaan dan 

pendampingan hukum kepada Masyarakat Hukum Adat Rejang dalam 
rangka melakukan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum 
Adat Rejang. 

(2) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, 
organisasi bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat lain yang 
memiliki kapasitas melakukan pemberdayaan hukum. 

(3) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada Masyarakat 
Hukum Adat Rejang yang akan memperoleh kembali wilayah adatnya 
dari penguasaan pihak luar. 

 



(4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, 
internalisasi, dan revitalisasi hukum adat agar sejalan dengan prinsip 
keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian 
lingkungan hidup. 

 
Pasal 30 

 
(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan program pendidikan 

layanan khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan 
menggunakan bahasa Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

(2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan program pelayanan 
kesehatan khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat 
Hukum Adat Rejang. 

(3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan program pelayanan 
administrasi kependudukan yang dapat diakses dengan mudah oleh 
Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

(4) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan program pengembangan 
perbekalan kesehatan sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup dan 
sosial budaya Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

(5) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan program pelestarian, 
perlindungan, dan pengembangan pengetahuan tradisional Masyarakat 
Hukum Adat Rejang. 
 

BAB IX 
 

PEMBIAYAAN  
 

Pasal 31 
  

Pembiayaan kegiatan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum 
Adat Rejang Kabupaten Lebong bersumber dari : 
a. APBN; 
b. APBD; 
c. APBDes; 
d. Sumber-sumber atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat. 

 
 

BAB X 
 

PENYELESAIAN SENGKETA 
 

Pasal 32 
 

(1) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui peradilan adat untuk 
menyelesaikan sengketa antar warga Masyarakat Hukum Adat Rejang 
yang terjadi di dalam wilayah adat. 

(2) Pemerintah Daerah membantu penyelesaian sengketa antar warga 
Masyarakat Hukum Adat Rejang melalui mediasi. 

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak berhasil sengketa diselesaikan melalui peradilan umum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB XI 
 

PENYIDIKAN DAN KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 33 
 

(1) Setiap orang luar yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan 
menggunakan wilayah adat tanpa persetujuan dari Masyarakat Hukum 
Adat Rejang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan 
denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
  

Pasal 34  
 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 
BAB XII 

 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 35 

 
Hak milik atas adat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 yang terdapat 
di dalam wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilindungi 
berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 36 

 
(1) Izin atau hak atas tanah dan air yang berjangka waktu yang terdapat di 

dalam wilayah adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini 
berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau 
hak tersebut. 

(2) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka telah terjadi pelanggaran 
terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Rejang. 

(3) Izin atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang 
berdasarkan tuntutan yang mendesak dari Masyarakat Hukum Adat 
Rejangapabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat 
Hukum Adat Rejang. 

(4) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan hukum kepada 
Masyarakat Hukum Adat Rejangdalam melakukan peninjauan ulang 
terhadap izin atau hak atas tanah dan air yang melanggar hak-hak 
Masyarakat Hukum Adat Rejangsebagai dimaksud pada ayat (1). 

(5) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Hukum 
Adat Rejanguntuk menghormati izin atau hak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

 
Pasal 37 

 
(1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah adat telah ditunjuk atau 

ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah adat 
tersebut dapat ditetapkan sebagai hutan adatdengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

 



(2) Dalam hal wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
difungsikan oleh Masyarakat Hukum Adat Rejang sebagai pemukiman, 
fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah adat tersebut 
dikeluarkan dari kawasan hutan dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 38 

 
Bupati wajib membentuk Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. 
 
 

BAB XIII 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 39 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebong. 
 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 15 September 2017 

 
 BUPATI LEBONG, 

 

 

H. ROSJONSYAH 

Diundang di Tubei 
pada Tanggal 15 September 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

 
 
 

MIRWAN EFFENDI 
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(2) Dalam hal wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
difungsikan oleh Masyarakat Hukum Adat Rejang sebagai pemukiman, 
fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah adat tersebut 
dikeluarkan dari kawasan hutan dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 38 

 
Bupati wajib membentuk Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. 
 
 

BAB XIII 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 39 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebong. 
 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 15 September 2017 

 
 BUPATI LEBONG, 

Cap/Dto 

H. ROSJONSYAH 

Diundang di Tubei 
pada Tanggal 15 September 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

 
Cap/Dto 

 
MIRWAN EFFENDI 
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